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ABSTRAK

Nama Penyusun : Hidayatusholiha

Nim : 416130070

Judul Skripsi : Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Di
Kota Mataram

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 3Tahun
2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram berfungsi sebagai fungsi
Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN). Untuk menunjang Pelayanan Kegiatan Nasional
perlu adanya sarana dan prasarana yang berstandar. Antara lain Bandara Udara Primer,
Pelabuhan Laut (Utama), Terminal, Pasar Induk, Rumah Sakit tipe A, Perguruan
Tinggi, Jalan Arteri Primer, dan jaringan transmisi tenaga listrik.Di bangunya Bandara
Selaparang yang berlokasi di Kota Mataram bertempat di Kecamatan Selaparang
sehingga pada saat itu Kota Mataram merupakan pintu gerbang masuk wilayah Nusa
Tenggara Barat (NTB) melalui udara pada tahun 1995. Dan juga adanya Pelabuhan di
Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada tahun 1880 yang berfungsi sebagai jalur
masuknya perdagangan nasional maupun internasional melalui laut, dan padatahun
1973 Pelabuhan di pindahkan dari Kota Mataram ke Pelabuhan Lembar di Kabupaten
Lombok Barat. Pada tahun 2011 fungsi Bandara Udara dipindahkan dari Kota Mataram
ke Kabupaten Lombok Tengah. Dengan pindahnya fungsi beberapa kriteria fungsi PKN
di Kota Mataram, maka perlu dilakukan evaluasi sehingga tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kesesuaian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram.
Variabel penelitian ini adalah seluruh dari standar sarana dan prasarana pelayanan
kegiatan nasional. Metode analisis yang digunakan vyaitu deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian Kota Mataram memiliki fungsi dengan skala nasional dan
selain itu Kota Mataram memiliki potensi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan
pendidikan, pariwisata, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, dan simpul transportasi.
Berdasarkan hasil evaluasi Kesesuaian Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram
tidak sesuai kriteria fungsi PKN karena dari 4 fungsi yang harusnya ada di dalam
kriteria fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram hanya memiliki 2 fungsi
kriteria PKN. Sehinga fungsi pelayanan Kota Mataram tidak lagi Pelayanan Kegiatan
Nasional (PKN) tetapi berfungsi sebagai Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW)

Kata Kunci : Bandara, Kesesuaian, PKN, Prasarana, Sarana

Xi



ABSTRACT

Author’s Name : Hidayatusholiha
Student’s Number : 416130070
Thesis Title : Evaluation of the Suitability of National Functions

Activity Service in Mataram

In the Local Regulation of the Province of West Nusa Tenggara (NTB)
Number 3 of 2010 concerning the Spatial Plans for Mataram, it functions as a
National Activity Service (PKN) function. In order to support the National Service
Activities, it is necessary to have standardized facilities and infrastructures. Those are
the Primary Airport, Seaports (main), Terminal, Main Market, Type A Hospital,
Higher Education, Primary high way, and electric power transmission network. On
the floor of the Selaparang Airport which was located at Selaparang, Mataram. At
that time, Mataram was the gateway of the West Nusa Tenggara (NTB) through air in
1995. And in 1880, there was also a seaport in Ampenan which served as the entry
point for national and international trade through sea. Then, in 1973 the port was
moved from Mataram to Lembar Harbor in West Lombok. Furthermore, In 2011, the
airport was also moved from Mataram to Central Lombok. By moving the function of
some of the PKN from Mataram, it is necessary to conduct an evaluation. Therefore,
the purpose of this study was to determine the suitability of the National Service
Activities functions in Mataram. The variables of this research were all of the
standardized facilities and infrastructures for the service of national activities. The
analysis method used was descriptive qualitative. Based on the research results, it has
found that Mataram has a function on a national scale. Besides, Mataram also has the
potential for trade and service activities, educational activities, tourism, office
activities, industrial activities, and transportation nodes. Moreover, the results of the
evaluation showed that the suitability of the National Activity Service in Mataram did
not match the criterias for the PKN function since of the 4 functions that should be
fulfilled in the criteria for the National Activity Service function, Mataram had meet
only 2 functions of the PKN criterias. So that the service function of Mataram is no
longer as a National Activity Service (PKN) but it functions as a Regional (local)
Activity Service (PKW).

Keywords: Airport, suitability, PKN, infrastructures, facilities
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional
(PKN) berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau
beberapa provinsi. Sebagai pendukung fungsi pelayanan kegiatan nasional
tersebut harus adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
tersebut seperti, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana perkantoran,
sarana perdangan dan jasa, prasarana jaringan jalan, prasarana transportasi
darat, transportasi laut, transportasi udara, jaringan energi listrik, jaringan
energi telekomunikasi, dan jaringan sumber air bersih.

Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 (tiga) Tahun 2010 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2009-2029 Kota
Mataram berfungsi sebagai Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) dan juga
merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian.
Memfungsikan Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN)dibangun Bandara
Selaparang yang berlokasi di Kota Mataram bertempat di Kecamatan
Selaparang sehingga pada saat itu Kota Mataram merupakan pintu gerbang
masuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui udara pada tahun 1995.
Pelabuhan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada tahun 1880 yang
berfungsi sebagai jalur masuknya perdagangan nasional maupun internasional
melalui laut, dan padatahun 1973 Pelabuhan di pindahkan dari Kota Mataram
ke Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat (Kompas, 2012).

Adanya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatdan memeratakan pembangunan nasional di seluruh
Provinsi NTB. Pada tahun 2011 fungsi Bandara yang berada di Kota Mataram
di pindahkan ke Kabupaten Lombok Tengah dengan nama Bandara Lombok

Internasional. Berdasarkanpernyataan PT. Angkasa Pura tidak dikembangkan



Bandara Selaparang bertaraf Internasional karena, secara teknik operasional
tidak dapat mendukung penerbangan berbadan lebar (Maulana, 2012).

Pada Saat ini Bandara Selaparang di Kota Mataram di fungsikan
sebagai tempat pelatihan Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan dan
Pelabuhan yang ada di Kecamatan Ampenan Kota Mataram saat ini di
fungsikan sebagai tempat wisata yang bernama Pantai Ampenan, yang
memiliki fasilitas perdagangan, tempat duduk, tempat main anak, mushola,
kamar mandi dan lahan parkir. Dan di sekitaran Pantai Ampenan masih
terdapat bangunan peninggalan Belanda yang juga dijadikan sebagai objek
wisata di Kota Mataram.

Dengan pindahnya bandara udara dan pelabuhan laut
untukmemfungsikan Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram,maka
penelitian ini perlu dilakukan melihat kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan
nasional di Kota Mataram.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat
dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian fungsi
Pelayanan Kegiatan Nasional di Kota Mataram?

1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui kesesuian fungsi Pelayanan
Kegiatan Nasional di Kota Mataram.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus kepada
fasilitas sarana dan prasarana pendukung fungsi kegiatan nasional di Kota
Mataram. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas struktur ruang Kota
Mataram, kondisi fisik Kota Mataram, kegiatan non fisik di Kota Mataram

dan kesesuaian Fungsi Pelayanan Nasional di Kota Mataram.



1.5 Manfaat
Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat
antara lain :

1. Dari hasil penelitian diharapkan memberikan bahan masukan atau
sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai kebijakan kesesuian
fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.

2. Memberikan wawasan dalam bidang perencanaan wilayah kota,
khususnya dalam kesesuaian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN)
di Kota Mataram .

1.6 Ruang Lingkup
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah
Dalam penelitian ini adalah di Kota Mataram sebagai ibu kota

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok. Luas wilayah
Kota Mataram 6.009,70 Hektar are (Ha), Kota Mataram memiliki 6
kecamatan dan 50 kelurahaan. Kecamatan terluas adalah Selaparang
yaitu sebesar 951,17 Ha danyang wilayah terkecil adalah Kecamatan
Ampenan dengan luas 902,73 Ha. Secara geografis letak Kota Matarm
yaitu antara 08°33* dan 08° 38’ Lintang Selatan dan antara 116° 04’-
116°10” Bujur Timur. Dan batas admistrasi Kota Mataram yaitu :

Sebelah Timur  :Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Selatan :Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Utara  :Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok

Barat.
Sebelah Barat ~ :Selat Lombok.
1.6.2 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini berfungsi untuk

memfokuskan pembahasan penelitian dan memberikan batasan
pengkajian permasalahan serta menghindari penelitian terlalu luas.
Kajian materi yang digunakam dalam penelitian ini berasal dari data
atau sumber yang diperoleh dan literatur, serta refrensi seperti

dokumen-dokumen kebijakan terkait.



1.7 Alur Penelitian

Latar Belakang :

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional, Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional
(PKN) berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Kota Mataram adalah ibu Kota Provinsi NTB dala Perda Provinsi NTB No 3 Tahun 2010 tantang RTRWP
NTB Tahun2009-2029 Kota Mataram berfungsi sebagai Pefayanan Kegiatan Nasional (PKN)

Untuk mengfungsikan Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) di bangun Bandara Selaparang,yang berlokasi di
Kota Mataram di Kecamatan Selaparang sehingga saat itu Kota Mataram merupakan pintu gerbang masuk
wilayah NTB melalui udara pada tahun 1995 dan dibangunnya Pelabuhan di Kecamatan Ampenan sebagai
jalur perdagangan nasional hingga internasional pada tahun 1880. Dan pada tahun 2011 Bandara udara di
pindahkan dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Tengahdan begitu juga dengan pelabuhan pada tahun
1973 di Kabupaten Lombok Barat.

Bandara Udara Selaparang di Kota Mataram sekarang di fungsikan sebagai pelatihan Angkatan Udara dan
Sekolah Penerbangan dan Pelabuhan di Kota Mataram saat ini di fungsikan sebagai pbjek wisata

Rumusan Masalah :
Bagaimana kesesuaian fungsi Pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.?

Tujuan :
Untuk mengetahui kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota
Mataram.

v

Variabel penelitian:
e Struktur Ruan
e Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional

Metode/ Teknik Analisis : Teknik Analisis Deskripsi
Jenis Penelitian o Evaluasi Struktur Ruang
o Kualitatif e Evaluasi Kesesuian Fungsi Pelayanan
Kota Mataram Terhadap Kriteria
Metode Pengumpulan Data Fungsi Kegiatan Nasional.

e Data Primer
e Data Primer

'

Hasil dari_penelitian_evaluasi_kesesuaian fungsi __pelayanan kegiatan
nasional di Kota Mataram
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1.8 Sistematika Pembahasaan
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
batasan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan kerangka
penelitian.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjuan
teori, tinjauan kebijakan, dan adanya refrensi terkait dengan penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.
BAB IIl METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian,
jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa, dan desain
survey.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu evaluasi kesesuaian fungsi
pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.
BABYVY PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan serta adanya saran untuk penelitian lebih

lanjut.



BAB |1
TINJUAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Judul

2.2

Terminologi judul membahas akan makna dari sebuah judul penelitian
agar dapat dipahami tujuan maupun sasaran dari penelitian yang diteliti.
Adapun judul dari laporan tugas akhir ini yaitu “ Evaluasi Kesesuaian Fungsi
Pelayanan Kegiatan Nasional Di Kota Mataram” dari judul penelitian ini
memiliki beberapa makna tersendiri yaitu :

1. Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan menilai, menaksir dan mengkaji Echol dan
Shadily dalam (Nugraha, 2012)
2. Kesesuaian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2000) kesesuian
adalah keselarasan atau kecocokan.
3. Fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN)
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional Pusat kegiatan Nasional (PKN) adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
internasioal, nasional atau beberapa provinsi.

Jadi judul penelitian tersebutadalah menilai kecocokan atau
keselarasan pusat kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Tinjuan Teori

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan

Kriteria atau tujuan yang ditetapkan yang selanjutnya yang dikuti
dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi dan evaluasi
adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat atau
mengkaji sebagaimana keberhasilan sebuah program tersebut (Nugraha,
2012).



Evaluasi adalah suatu tindakan yang digunakan atau yang
dilakukan untuk menelaah atau memungkinkan hal yang sudah
diputuskan untuk mengetahui kelemahan dan keputusan tersebut dan
kelebihan keputusan untuk menentukan langkah-langkah alternatif
perbaikan bagi kelemahan tersebut dan evaluasi adalah suatu alat atau
prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur, menilai,
atau mengkaji sesuatu dengan cara aturan-aturan yanga ada atau
mencocokan berdasarkan standar yang sudah ada(Muryadi, 2017).

Evaluasi adalah menghasilkan pengetahuan yang relavan
dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan
yang diharapkan dengan yang benar- benar dihasilkan. Jadi evaluasi
mampu membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian
kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya
menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah
terselesaikan tetapi juga menyumbangkan pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam
penyusaian dan perumusan kembali masalah (Dunn, 2003).

2.2.2 Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan kota merupakan pusat dari segala kegiatan
kota seperti, kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi,
pendidikan,teknologi dan pusat kota di tandai dengan adanya aktivitas
campuran yang membentuk Central Bussiness District (CBD)
(Filipus, Tondobala, & Rengkung, 2019).

Menurut Bourne dalam (Prasetyo & Pigawati, 2013) pusat kota
adalah permukiman yang kemudian berkembang menjadi pusat
perkantoran, pusat komersil dan pusat komunikasi yang di sebut juga
Central Business District (CBD) dan menurut Haris dan Ulman dalam
(Prasetyo & Pigawati, 2013), pusat kota adalah suatu bagian kota
dimana terdapat fungsi-fungsi utama kegiatan perkotaan yang

mendominasi.



Sedangkan sub pusat pelayanan kota adalah suatu pusat yang

memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas sebagian

wilayah kota, dimana memiliki hirarki, fungsi, skala, serta wilayah

pelayanan yang lebih rendah dari pusat kota, tetapi lebih tinggi dari

pusat lingkungan(Lahagina, Poluan, & Mononimbar, 2015).

Pusat Pelayanan Kegiatan Kota atau Kabupaten yaitu sebagai

simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan admistrasi yang terdiri
atas (Filipus, Tondobala, & Rengkung, 2019) :
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah Kota atau

Kabupaten yang dimana memiliki standar sarana dan prasarana

pendukung yaitu :

1.

Bandara Udara Primer merupakan bandara udara yang
mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai
bandara udara yang melayani penumpang atau kargo dalam
jumlah besar dan mempengaruhi ekonomi secara nasional atau

berbagai provinsi.

. Pelabuhan Laut Utama berfungsi untuk melayani kegiatan

angkutan laut dalam negeri dan internasional dan sebagai
tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkuan pelayanan antara provinsi.

. Terminal Tipe A berfungsi melayani kendaraan penumpang

umum untuk angkutan antara kota antar provinsi (AKAP), dan
angkutan lintas batas antara negara, angkutan antara kota
dalam provinsi (AKDP), angkutan kota serta angkutan

pedesaan.

. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan

pusat penyaluran barang kebutuhan pasar lain.

. Perguruan Tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan

formal yang merupa, universitas, akademi, dan institut

teknologi.



6. Rumah Sakit tipe A atau B. Rumah Sakit Tipe A merupakan
pelayanan kesehatan rujukan tertinggi atau pusat dan memiliki
fasilitas kesehatan yang lengkap atau memberi pelayanan yang
lebih lengkap mulai umum, subspesialis hingga kedokteran
spesialis oleh pihak pemerintah. Sedangkan Rumah Sakit tipe
B adalah rumah sakit yang meberikan pelayanan kedokteran
spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit tipe B
didirikan di setiap ibukota Provinsi yang menampung rujukan
dari berbagai rumah sakit di Kabupaten.

7. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan antara
pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan wilayah.

8. Jaringan Prasarana transmisi tenaga listrik yaitu untuk
mendukung kawasan perkotaan yang berskala internasional,
nasional, dan antar provinsi.

. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah Kota atau

Kabupaten yang dimana , memiliki standar sarana dan prasarana

pendukung yaitu :

1. Penyedian rumah sakit tipe B

2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional.

3. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan perguruan
tinggi;

4. Penyediaan kawasan olahraga

5. Penyediaan taman wilayah

6. Jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana air bersih,
dajaringan transmisi yang berfungsi pelayanan kawasan
perkotaan yang berskala provinsi.

. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kota atau

Kabupaten yang dimana, memiliki standar sarana dan prasarana

pendukung yaitu :

1. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;



2. Pengembangan kantor-kantor skala kabupaten;
3. Peningkatan Rumah Sakit Tipe C menjadi B. Rumah sakit tipe
C adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran terbatas, yaitu pelayanan dalam, pelayanan bedah,
pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kebidanan dan
kandungan. Rumah Sakit Tipe C didirikan setiap kota atau
kabupaten yang menampung pelayanan rujukan dari
puskesmas.
4. Pengembangan Masjid. Masjid adalah tempat kaum muslim
beribadah.
5. Pengembangan sarana pendidikan skala kabupaten.
6. Pengembangan taman kabupaten dan pengembangan stadion
olahraga.
2.2.2.1 Bandara Udara
Bandara Udara adalah tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muatan barang, dan
tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta
fasilitas pokok dan penunjang lainnya, untuk melayani kepentingan

umum(Suhardi, Roharjo, & Wirawati, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandaraan Nasional,
bandara mempunyai hirarki terdiri atas :

1. Bandara Udara Pengumpul (Hub)

Bandara Udara Pengumpul adalah bandara udara yang mempunyai
cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandara udara yang
melayani penumpang dan kargo dalam jumlah besar dan
mempengaruhi perkembangan ekonomu secara nasional atau

berbagai provinsi. Macam-macam bandara pengumpul yaitu :
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a. Bandara Udara Primer
Bandara udara primer adalah salah satu prasarana yang
menunjang fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) yang
melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama
dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;
b. Bandara Udara Sekunder
Bandara udara sekunder adalah salah satu prasarana yang
menunjang fungsi PKN yang melayani penumpang dengan
jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta)
dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;
c. Bandara Udara Tersier
Bandara udara tersier adalah salah satu prasarana yang
menunjang fungsi PKN dan fungsi Pelayanan Kegiatan Wilayah
(PKW) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar
dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih dari
1.000.000 (satu juta).
2. Bandara Udara Pengumpan (Spoke)
Bandara udara pengumpan adalah bandara udara yang mempunyai
cakupan pelayanan dan perkembangan ekonomi lokal dan salah
satu prasarana penunjang fungsi Pelayanan Kegiatan Lokal (PKL).
2.2.2.2 Pelabuhan
Menurut Triatmojo dalam (Gultom, 2017) pelabuhan adalah suatu
daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan
sebagai tempat berlabuh maupun kendaraan air yang lainnya, yang
berfungsi untuk manaikan atau menurunkan penumpang, barang,
hewan, reprasi, pengisian bahan bakar, dan lain sebagainya. Dan juga
di lengkapi dengan dermaga tempat membuat kapal, kran-kran untuk
bongkar muatan, gudang, serta tempat penyimpanan barang dalam
waktu yang lama.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang

Kepelabuhan , pelabuhan memiliki fungsi kegiatan pemerintahan dan
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pengusahaan. Pelabuhan teridiri dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai
dan danau. Pelabuhan laut terdiri dari :
1. Pelabuhan Utama
Pelabuhan utama adalah yang berfungsi untuk melayani angkutan
laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut
dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, serta sebagai
tempat penumpang atau barang penyerbangan dengan jangkuan
antar provinsi.
2. Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Pengumpul berfungsi melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang, barang,
serta angkutan penyerbangan dengan jangkuan pelayanan antar
provinsi.
3. Pelabuhan Pengumpan
Pelabuhan pengumpan berfungsi melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam
jumlah terbatas,merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul, sebagai tempat asal tujuan penumpang
barang, serta angkutan penyerbang dengan jangkuan pelayanan
provinsi.
2.2.2.3 Terminal
Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang
mempunyai fungsi utama sebagai pemberhentian sementara kendaraan
umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan barang
hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat
pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus
angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk

melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Setiawan, 2018).

12



Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, tipe terminal penumpang berdasarkan
fungsi pelayanan dibagi menjadi :

1. Terminal Penumpang Tipe A

Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum

untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan

Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

(AKDP), dan Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

2. Terminal Penumpang Tipe B

Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum

untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota

dan Angkutan Pedesaan.
3. Terminal Penumpang tipe C

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum

untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.

2.2.2.4 Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli
serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara
langsung. Bangunan pasar terdiri dari kios-kios, atau gerai, los, dan
dasaranya terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola
pasar (Wicaksono & Harsasto, 2012).

Jenis pasar tradisional menurut jenis dan kegiatanya yaitu(Aliyah,

2017) :

1. Pasar eceranyaitu, pasar yangpermintaan dan penawaran secara
eceran.

2. Pasar grosir yaitu, pasar yang permintaan dan penawaran dalam
jumlah besar.

3. Pasar induk yaitu, pusat pengumpul dan penyimpan baham pangan

yang akan disalurkan ke pasar grosir dan pusat pembelian.
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2.2.2.5Rumah Sakit Umum

Rumah  sakitumum  adalah  pelayanan  kesehatan  yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit umum

pemerintah diklasifikasikan dalam beberapa jenis yaitu (Fitriana,

2012) :

1. Rumah Sakit Tipe A
Rumah sakit tipe A adalah rumah sakit yang mampu memberikan
pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis secara luas. Rumah
sakit tipe A ditetapkan sebagai fungsi pelayanan rumah sakit
rujukan tertinggi atau rumah sakit pusat

2. Rumah Sakit tipe B
Rumah sakit tipe B adalah rumah sakit yang mampu memberikan
pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas.
Rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibu kota dan provinsi yang
menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten.

3. Rumah Sakit Tipe C
Rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan
pelayanan kedokteran spesialis terbatas, yaitu pelayanan penyakit
dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan
kebidanan dan kandungan. Rumah sakit kelas C didirikan di setiap
ibukota kabupaten yang menampung rujukan dari puskesmas.

4. Rumah Sakit Tipe D
Rumah sakit tipe D adalah rumah sakit yang bersifat transisi karena
pada satu saat akan ditimgkatkan menjadi rumah sakit tipe C.
Kemampuan rumah sakit kelas D hanya memberikan pelayanan
kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah tipe D juga
menampung rujukan yang berasal dari puskesmas.

5. Rumah Sakit Tipe E
Rumah sakit tipe E adalah rumah sakit khusus yang

menyelenggarakan satu macam pelayanan kedokteran saja,
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misalnya rumah sakit kusta, rumah sakit paru, rumah sakit kanker,
rumah sakit jantung, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit gigi
dan mulut, dan lain sebagainya.
2.2.2.6 Jaringan Jalan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian
jalan, termaksud bangunan pelengkap dan perlengkapan yang
digunakan sebagai pergerak lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air kecuali
kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan adalah satu
kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-
pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanan dalam satu hierarki yaitu :
1. Jaringan Jalan Arteri Primer
Jaringan jalan arteri primer berfungsi menghubungkan antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegitan wilayah.
2. Jalan Kolektor Primer
Jaringan jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan
melayani dan menghubungkan kota-kota antara pusat kegiatan
wilayah dan pusat kegiatan lokal atau kawasan berskala kecil.
2.2.2.7 Jaringan Listrik Transmisi
Jaringan listrik transmisi adalah tenaga listrik dari pembangkitan
listrik yangdistribusikan hingga sampai pada konsumen penggunaan
jaringan listrik. Saluran transmisi dapat dilihat dari jarak atau panjang
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (Sujatmiko, 2009) :
1. Saluran transmisi jarak pendek adalah saluran yang panjangnya
kurang 80 km.
2. Saluran transmisi jarak menengah adalah saluran panjangnya antara
80-240 km.
3. Saluran transmisi jarak jauh adalah saluran yang panjangnya lebih
240 km.
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2.2.3StrukturRuang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota merupakan

kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan Kabupaten/Kota yang

berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan

prasarana wilayah Kabupaten/Kota. Adapun rencana struktur ruang

wilayah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai berikut :

a.

Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah
Kabupaten/Kota yang memberikan layanan bagi wilayah
Kabupaten/Kota
Sebagai arahan  perletakan  jaringan  prasarana  wilayah
Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi jaringan yang menunjang
keterkaitan antara pusat-pusat pelayana Kabupaten/Kota;
Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah
lima tahun untuk 20 (dua puluh) tahun.

Struktur ruang terutama terbentuk karena adanya jaringan

prasarana transportasi dan pusat pertumbuhan.Pelayanan trasportasi

bagi aktivitas ekonomi yang berskala besar tetap di pertahankan dengan

memelihara fungsi sarana penting yang ada. Dengan demikian, stuktur
wilayah akan dibentuk melalui (Mahi, 2016) :

1.

Optimalisasi pelayanan prasarana transportasi arteri yang ada,
sehingga distribusi aksesibilitas dapat dilakukan secara terpadu
dengan memafanatkan prasarana arteri yang ada.

Mendorong pembangunan feer-road yang berfunngsi sebagai
kolektor untuk melayai pusat-pusat produksi komoditas primer
dengan pusat produksi lokal atau agropolitan di seluruh bagian
wilayah.

Bersamaan dengan pembangunan feer-road, pemanfaatan
pelabuhan-pelabuhan kecil juga didorong untuk melayani

perdagangan antar bagian wilayah.
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Meningkatkan pelayanan prasarana perkotaan untuk pusat-pusat
lokal atau agropolitan sehingga mampu berfungsi sebagai pusat
agro-industri dan agrobisnis.

Mendorong pemanfaatan jalur kereta api untuk melayani
pergerakan jarak sedang antar bagian wilayah dengan bagian

wilayah lainnya.

Wawasan sistem tata ruang menekan pada keterkaitan antara tiga

proses yang saling bergantungan, yaitu :

1.

Proses pengalokasian aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan
hubungan fungsional tertentu.

Proses pengadaan atau ketersedian sarana fisik yang menjawab
kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti tempat pekerja, tempat
tinggal, trasportasi, dan komunikasi. Proses ini misalnya pengadaan
bangunan jalan, utilitas umum, dan sebagainya. Dalam proses
pengalokasian aktivitas akan ditentukan oleh ketersediaan sumber
daya alam dan buatan, serta kondisi fisik di wilayah tersebut.

2.3 Tinjuan Kebijakan

2.3.1Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Penyelengaraan penataan tata ruang bertujuan  untuk

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional meliputi :

a.
b.

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan;
Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam
dan sumber daya buatan dengan memperhaatikan sumber daya
manusia;

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Nasional adalah, rencana ruang wilayah

provinsi, dan rencana tata ruang Kabupaten atau kota mencakup ruang

darat, ruang laut, runag udara, termasuk di dalam bumi. Muatan rencana
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tata ruang mencakup struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana

struktur ruang yaitu, rencana sistem pusat permukiman dan rencana

sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang yaitu penentuan

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan yaitu :

a.
b.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil
pengkajian implikasi ruang nasional;

Upaya pemetaan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Rencana pembangunan jangka panjang nasional;

Rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota.

1. Rencana Tata Ruang Nasional memuat :

Tujuan, kebijakan strategis penataan rencana wilayah nasional
Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem
perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana
utama;

Penetapan kawasan strategis nasional

Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan;

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang
berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem naional, arahan

perizinan, arahan insentif dan disinentif, serta arahan sanksi.

2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus mengacu

pada yaitu :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,;

b. Pedoman bidang penataan ruang;
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C.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

3. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus

memperhatikan :

a.

2

> «Q @

a.
b.

Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian
implikasi penataan ruang provinsi;

Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
provinsi;

Keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan
Kabupaten/Kota;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan;
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memuat pada yaitu :

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem
perkotaan dan wilayah yang berkaitan dengan kawasan
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan
prasarana wilayah provinsi;

Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis
provinsi

Penetapan kawasan strategis provinsi;

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi

program utama jangka menengh 5 (lima) tahunan.
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Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang
berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
perizinan, arahan insentif dan disintensif, serta arahan sanksi.

2.3.2 Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

Peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang
wilayah darat, laut, udara dan dalam bumi dalam satu kesatuan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kota atau
Kabupaten, pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, sumber daya buatan daerah provinsi, kabupaten, dan kota
yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya,
politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan sinergitas pelaksanaan kebijakan
pemanfaatan ruang lintas terintegritas dalam RTRW Provinsi dan
RTRW Kabupaten atau Kota.

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan
pusat-pusat permukiman atau sistem perkotaan wilayah provinsi yang
berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan
sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, yang dikembangkan untuk
melayani skala provinsi. Rencana stuktur ruang wilayah provinsi, terdiri
dari :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi,
PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi,
PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten atau kota.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah di
daerah provinsi berfungsi sebagai kegiatan skala kabupaten atau

beberapa kecamatan.
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2.3.3Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata

Ruang WilayahNasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah
arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
RTRWN bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam, penyusunan
rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang
pengendalian  ruang di  wilayah  nasional,  perwujudan
keterpaduan,keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara
wilayah provinsi, serta keserasian antara sektor, penetapan lokasi dan
fungsi untuk inventasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan
penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi, sistem
perkotaan nasional,sistem jaringan transportasi nasional, sistem
jaringan energi nasional, sistem jaringan telekumonikasi nasional, dan
jaringan sumber daya air. Sistem perkotaan nasional terdiri sebagai
berikut :

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi untuk kegiatan
skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi untuk melayani kegiatan

skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
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Tabel 2.1

Kriteria pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ruang

Pusat Kegiatan

Kriteria

Sarana Minimal

Pusat Kegiatan
Nasional (PKN)

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi simpul utama
ekspor-impor atau pintu gerbang
menuju kawasan internasional;

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa skala
nasional atau yang melayani
beberapa provinsi;

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi sebagai simpul
utama trasportasi skala nasional atau
melayani beberapa provinsi.

. Kawasan perkotaan yang berada di

pesisir yang berfungsi atau
berpotensi sebagai
pelabuhabnhubungan internasional
dan pintu gerbang ekspor hasil
kegiatan kelautan dan perikanan.

a. Perhubungan :

Bandara udara
(Primer) dan atau
Pelabuhan laut
(utama) dan atau
terminal tipe A.

. Ekonomi : Pasar

induk antar wilayah.
Kesehatan : rumah
sakit umum tipe A
atau B.

. Pendidikan :

Perguruan tinggi

. Jalan arteri primer.
. Jaringan Prasarana :

jaringan jaringan
transmisi tenaga
listrik untuk
mendukung fungsi
pelayanan kawasan
perkotaan yang
berskala
internasional,
nasional, dan antar
provinsi.

Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW)

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri yang melayani
skala provinsi atau beberapa
kabupaten;

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi sebagai simpul
kedua kegiatan ekspor-impor yang
mendukung PKN.

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi sebagai simpul
transportasi yang melayani skala
provinsi atau beberapa Kabupaten.

. Kawasan perkotaan yang berada di

pesisir yang berfungsi atau
berpotensi mendukung ekonomi
kelautan nasional.

Penyedian rumah
sakit tipe B;
Pengembangan
perdagangan dan jasa
skala regional;
Pengembangan
pendidikan dasar
sampai dengan
perguruan tinggi;
Penyediaan kawasan
olahraga;

Penyedia masjid
wilayah;

Penyedian taman
wilayah.

Jaringan
telekomunikasi,
jaringan prasarana
sumber daya air, dan
jaringan transmisi
tenaga listrik yang
mendukung fungsi
pelayanan kawasan
perkotaan yang
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berskala provinsi

3 | Pusat Kegiatan a. Kawasan perkotaan yang berfungsi | a. Pengembangan pusat
Lokal (PKL) atau berpotensi sebagai pusat perbelanjaan dan jasa;
kegiatan industri dan jasa yang b. Pengembangan
melayani skala kabupaten atau kantor-kantor
beberapa Kecamatan; pemerintahan skala
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi kabupaten;
atau berpotensi sebagai simpul c. Peningkatan rumah
transportasi melayani skala sakit tipe C menjadi
kabupaten atau beberapa rumah sakit tipe B;
Kecamatan. d. Penyedian rumah
¢. Kawsan perkotaan yang berada di sakit tipe C;
pesisir berfungsi atau berpotensi e. Pengembangan
mendukung ekonomi kelautan lokal. masjid kabupaten;

f. Pengembangan
pendidikan skala
kabupaten;

g. Pengembangan
taman kabupaten;
Pengembangan
stadion olehraga
kabupaten.

Sumber :Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional.

2.3.4Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) Tahun 2009-2029

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTB adalah
mewujudkan ruang wilayah yang maju dan lestari melalui penataan
ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka
mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan
agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah
dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan
kelestarian sumber daya alam.

Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Kota Mataram memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Pusat Pemerintahan;
2. Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan jasa;
3. Pusat Pengolahan hasil pertanian dan hasil laut;

4. Pusat Pelayanan umum, pariwisata dan transportasi;
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Dalam rencana sistem jaringan di Kota Mataram melipulti :

1. Sistem jaringan transportasi nasional yaitu terdiri dari sistem

transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi :

a.

Sistem Sistem trasportasi darat terdiri dari jaringan lalu lintas
angkutann jalan dan jaringan angkutan sungai, danau,
penyebrangan.

Jaringan lalu lintas angkutan terdiri dari jaringan jalan dan
jaringan lalu lintas angkutan jalan;

Jaringan jalan nasional terdiri arteri primer dan jalan kolektor

primer;

. Jaringan Prasrana terdiri terminal penumpang Kelas A berada di

Mataram, Gerung, Sumbawa Besar, dan Raba.

2. Jaringan Telekomunikasi yaitu meliputi :

a.

d.

€.

Dalam sistem jaringan mikro Kota Mataram termasuk dalam
digital perkotaan wilayah Kota Mataram;

Jaringan serat optik dalam provinsi teraplikasi dalam bentuk situs
internet untuk kota dalam wilayah masing-masing Kota Mataram;
Jaringan terestrial dalam provinsi teraplikasi dalam bentuk
jaringan teknologi seluler, di masing-masing lokasi wilayah
Kabupaten/Kota Mataram;

Pengembangan stasiun telepon otomat di Kota Mataram;

Pengembangan jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram.

3. Sistem jaringan prasarana persampahan yaitu tempat pembuangan

akhir di Kabupaten Lombok Barat dengan sistem sanitary landfill.

4. Sistem jaringan prasarana sanitasi wilayah provinsi yaitu :

a.

b.

Sistem perpipaan air limbah provinsi di Mataram Metro (Kota
Mataram dan sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat);
Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro (Kota Mataram

dan sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat).
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2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

teori yang ada untuk
di uji sesuai dengan
kondisi fonemena
yang ada di lapangan,
maka metode
penelitian ini adalah
pendekatan
kuantitaif. Analisis
yang dilakukan
adalah :

e Analisis Zonasi
Pusat Kota
Wonosobo

e Analisis Kondisi
Fisik Pusat Kota

No | Judul Penulis/ Tahun Tujuan Variabel Metode Analisa Hasil Penelitian
1 | Evaluasi Kesesuian Fungsi Ndaru Preseryo dan | Untuk menegtahui e Struktur Ruang Metode analisis yang | Hasil dari
KotaWonosobo Sebagai Pusat Bitta Pigawati kesesuian fungsi pusat | e Fungsi Pusat Kota | di gunakan dilakuka penelitian adalah
Pelayanan (2013) Kota Wonosobo dengan menggunakan | Kota Wonosobo
sebagai Pusat teori dengan alur mempunyai
Pelayanan deduktif dengan struktur ruang
menggunakan teori- model poros

karena dalam
perembangan di
pengaruhi oleh
jaringan jalan.
Kondisi
penggunaan lahan
pusat perkotaan
wonossobo
didominasi oleh
lahan terbangun
yang sehingga
menunjukkan sifat
perkotaan yang
jelas. Fungsi yang
dimiliki oleh pusat

Wonosobo kota Wonosobo

e Analisis belum sesuai
Kesesuaian denga fungsi
Terhadap Fungsi | seharusnya
Pusat Kota dimiliki oleh suatu
Sebagai Pusat pusat karena
Pelayanan. hanya memiliki 8
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e Analisis
Kesesuaian
Terhadap Rencana
Induk (RIK)
Wonosobo.

dari 9 fungsi Kota
sebagai fungsi
pelayanan.

Analisa Struktur Ruang

Berdasarkan Pusat Pelayanan Di
Kabupaten Minahasa Utara

Theodorus Filipius,
Linda Tandobala,
dan Michael M.
Rengkang (2019).

Untuk menganalisis
kondisi struktur ruang
Kabupaten Minahasa
Utara dan mengetahui
permasalahan yang
terjadi pada pusat-
pusat pelayanan
tersebut.

Konsep Stuktur
Ruang
Demografi
Sosial

Wilayah

e Analisis Skalogram
o Analisa Pusat
Pelayanan

minahasa utara
sudah memiliki
kualitas baik dan
fasilitas umum
sosial di Minahasa
Utara sudah cukup
baik. Dan adanya
ketidak sesuaian
yang terjadi antara
hirarki struktur
ruang RTRW
2013-2033
dankondisi
eksisting yang ada,
sehingga perlu
penambahan
fasilitas yang
masih kurang pada
setiap daerah serta
pelayanan agar
sesuai dengan
arahan sebagain
PKN, PKWp, PPK,
dan PKL

Kajian Struktur Ruang Kota

Temohon

Jason J. Geovani P.
Lahafina dkk (2015)

Mengkaji struktur
ruang Kota Temohon

Fasilitas
pendidikan
Fasilitas
peribadatan

Metode analisis yang
digunakan adalah
deskriptif. Dalam
penelitian penulis

Struktur pelayanan
kegiatan di Kota
Temohon terdapat
struktur pusat
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e Fasilitas
Kesehatan

e Fasilitas
Perdagangan

e Fasilitas
Perkantoran

e Jaringan jalan

e Terminal

merankum dari
beberapa teori
maupun kebijakan
terkait dengan
struktur ruang.

pelayanan primer
di Kota Tomohon
dan bentuk
struktur kota, Kota
Temohon
mendekati konsep
konsentris, pola
perkembangan
kotanya berada di
tengah-tengah
Kota Temohon
sebagai daerah
pusat kota.

Pengaruh Permindahan Kawasan
Perkantoran Pemerintahan Boyolali
Terhadap Perkembangan Perkotaan
Boyolali

Fitria Nur Rohman
dan Bakti Setiawan
(2018)

o Indentifikasi
Perkembangan
Perkotaan

o Indetifikasi
kesesuain
perkembangan
perkotaan.

¢ Perkembangan fisik
perkotaan

e Sarana dan
Prasarana

o Kesesuaian
Penggunaan lahan
RDTR

Metode analisis yang
di gunakan adalah
deskriptif komprasi
dengan
membandingkan
kondisi sebelum dan
sesudah pemindahan
lokasi pemerintahan
2007-2012 dan tahun
2012 dan penelitian
menggunakan  data
primer dan sekunder
untuk mendapatkan
infrormasi mengenai
pemanfaatan  ruang
akibat relokasi.

Hasil penelitian ini
membuktikan
bahwa
pemindahan
kawasan
perkantoran
memicu
perkembangan
perkantoran di
tandai dengan
perubahan
penggunaan lahan
dari lahan
pertanian menjadi
kawasan
permukiman,
perdangangan, dan
jasa, dan daerah
industri. Hasil
analisis
penggunaan lahan
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eksisting tahun
2018 dengan zonas
peruntukan lahan
berdasarkkan
RDTR Kawasan
Perkotaan Boyolali
2012-2013
menunjukkan
bahwa terdapat
penyimpangan
penggunaan lahan
Ruang terbuka
Hijau dan industri

Indentifikasi Pusat-pusat
Pertumbuhan Dan Wilayah
Pendukung Dalam Pengembangan
Wilayah

Yarman Gulo (2015)

eMengidentifikasi
kecamatan-
kecamatan yang
berpeluang atau
berpotensi sebagai
pusat pertumbuhan
ekonomi di
Kabupaten Nias.

eMenganalisis
interaksi (tingkat
keterkaitan) antara
pusat pertumbuhan
(growth center) dan
daerah sekitarmya
(Hinterland)
kecamatan
pendukung

Fasilitas Ekonomi
Fasilitas Sosial
Fasilitas
Pemerintahan

Metode analisis yang

digunakan :

e Analisis
skalogram

e Analisis Gravitasi

Hasil penelitiannya
adalah dari analisis
skalagram dan
analisis gravitasi
maupun kebijakan
RTRW Kabupaten
Nias, dapat
disimpulkan
bahwa
pertumbuhan
utama di
Kabupaten Nias
adalah Kecamatan
Gido,Pusat
pertumbuhan
kedua, yaitu
Kecamatan
Idanogawo, dan
pusat pertumbuhan
ketiga Kecamatan
Botomuzoi.
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2.5 Sintesa Pustaka

Sintesa pustaka merupakan perumusan variabel yang digunakan dalam penelitian evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan

nasional di Kota Mataram. Variabel dalam penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan metode penelitian. Berikut ini adalah

tabel sintesis teori berdasarkan kajian pustaka:

Tabel 2.3
Sintesa Pustaka
No Uraian Sumber/ Tahun Variabel Sub Variabel
1 Rencana struktur ruang wilayah Mahi StrukturRuang -
Kabupaten/Kota merupakan (2016)
kerangka sistem pusat-pusat
pelayanan kegiatan
Kabupaten/Kota yang
berhierarki dan satu sama lain
dihubungkan oleh sistem
jaringan prasarana wilayah
Kabupaten/Kota
2 Standar Kriteria Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Kriteria Fungsi Pelayanan 1. Kawasan perkotaan
Pelayanan Kegiatan Nasional Tahun 2017 Tentang Rencana yang berfungsi ataupun
Tata Ruang Wilayah Nasional berpotensi sebagai
pusat kegiatan industri
dan jasa skala nasional
melayani beberapa
provinsi
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2. Kawasan perkotaan

yang berfungsi atau
berpotensi sebagai
simpul utama
transportasi skala
nasional atau melayani
beberapa provinsi;

. Kawasan perkotaan

yang berfungsi atau
berpotensi simpul
utama ekspor-impor
atau pintu gerbang
menuju kawasan
internasional;

. Kawasan perkotaan

yang berada di pesisir
yang berfungsi atau
berpotensi sebagai
pelabuhan hubungan
internasional dan pintu
gerbang ekspor hasil
kegiatan laut.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa pustaka pada tabel 2.3 yaitu merupa variabel-variabel yang akan di rumuskan atau menjadi input dalam

melakukan penelitian. Tujuan darirumusan untuk mengetahui variabel-variabel yang akan menjadi pertimbangan dalam melakukan

penelitian. Berikut ini variabel-variabel yang terpilih dalam penelitian evaluasi kesesuaian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota

Mataram berdasarkan struktur ruang dan kriteria fungsi kegiatan nasional pada tabel 2.4:
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Tabel 2.4

Variabel Penelitian

Tujuan Variabel Sub Variabel
Untuk mengetahui kesesuian Struktur Ruang -
fungsi  pelayanan  kegiatan

nasional di Kota Mataram

Kriteria
Nasional

Fungsi

Pelayanan

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

ataupun berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa skala
nasional melayani beberapa provinsi

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi sebagai simpul utama
transportasi skala nasional atau
melayani beberapa provinsi;

. Kawasan perkotaan yang berfungsi

atau berpotensi simpul utama ekspor-
impor atau pintu gerbang menuju
kawasan internasional,

. Kawasan perkotaan yang berada di

pesisir yang berfungsi atau berpotensi
sebagai pelabuhan hubungan
internasional dan pintu gerbang
ekspor hasil kegiatan laut.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2020
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian di Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa
Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok. Luas wilayah Kota Mataram
6.009,70 Ha, Kota Mataram memiliki 6 kecamatan dan 50 kelurahan.
Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar951,17Ha danyang wilayah
terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 902,73 Ha. Secara Geografis
letak Kota Matarm yaitu antara 08°33” dan 08° 38’ Lintang Selatan dan

antara 116° 04°-116°10° Bujur Timur.Batas admistrasi Kota Mataram yaitu :

Sebelah Timur :Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Selatan :Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
Sebelah Barat : Selat Lombok.

Adapun waktu penelitian dilakukan sekitar 4 bulan yaitu di mulai dari
bulan Maret-Juni 2020.

3.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatan
kualitatif ini menjelaskan dan menceritakan stuktur ruang dan kesesuian
fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram. Pendekatan kualitaif ini
berguna menjelaskan data-data yang didapatkan, dalam wawancara,
pengamatan langsung, literatur, kebijakan, jurnal, dan di instansi dalam
bentuk kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan kesesuaian fungsi pelayanan
kegiatan nasional di Kota Mataram.
3.3 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan jenis evaluatif. Jenis penelitian
evaluatif adalah penelitian yang bersifat mengevaluasi suatu kegiatan atau

program dalam menentukan keberhasilan suatu program apakah sesuaian atau

33



tidak, dan penelitian evaluatif merupakan suatu prosedur ilmiah yang
sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program (Katun, 2017).
Penelitian evaluatif ini untuk mengembangkan teori berkaitan dengan
pelayanan kegiatan nasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi kesesuian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.
3.4 Variabel Penelitian

Variabel dan sub variabel penelitian ini berkaitan dengan struktur ruang
dan kriteria fungsi pelayanan kegiatan nasional.Berikut ini adalah variabel
dan sub varibel :

Tabel 3.1
Variabel dan Sub Variabel

Variabel Sub Variabel
Struktur Ruang -

Kriteria Fungsi Pelayanan 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi
Nasional ataupun berpotensi sebagai pusat

kegiatan industri dan jasa skala
nasional melayani beberapa
provinsi

2. Kawasan perkotaan yang berfungsi
atau berpotensi sebagai simpul
utama transportasi skala nasional
atau melayani beberapa provinsi;

3. Kawasan perkotaan yang berfungsi
atau berpotensi simpul utama
ekspor-impor atau pintu gerbang
menuju kawasan internasional;

4. Kawasan perkotaan yang berada di
pesisir yang berfungsi atau
berpotensi sebagai pelabuhan
hubungan internasional dan pintu
gerbang ekspor hasil kegiatan laut.

3.5Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari
pengumpulan data secara langsung (survey primer) dan pengumpulan data

tidak langsung (survey sekunder).

1. Pengumpulan Data Primer
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Data yang di peroleh dari survey di lapangan, mengamati objek yang
menjadi sasaran penelitian. Adapun survey primer yaitu :
a. Observasi
Observasi lapangan adalah suatu teknik penyaringan data melalui
pengamatan langsung di lapangan untuk melihat fasilitaspendukung
sarana dan prasarana fungsi PKN di Kota Mataram.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan di lakukan kepada pelaku industri dan staff
gudang di Kota Mataram.
c. Dukumentasi
Untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari data
dokumentasi yang merupa foto fasilitas sarana dan prasarana di Kota
Mataram.
2. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil
penelitian studi kepustakaan berupa buku ,jurnal, dan literatur yang akurat
dan relavan dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder ini terkait
kesesuain fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional Kota Mataram:
a. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Mataram
e Kota Mataram dalam Angka 2020
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram
e RTRW Provinsi NTB
e RTRW Kota Mataram
e RTRW Nasional
c. Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN) yaitu jenis data listrik yang
terpasang di Kota Mataram.
d. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu peta sebaran
jaringan jalan Kota Mataram.
3.6 Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan deskripsi berikut ini evaluasi yang

dilakukan adalah :
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1. Evaluasi Stuktur Ruang yaitu :

a.

Evaluasi fungsi pelayanan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Nasional.

.Evalusi fungsi pelayanan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Tahun 2009-2029.

. Evaluasi kesesuaian RTRW Provinsi NTB terhadap kriteria fungsi

Pelayanan Kegiatan Nasional (PKN) dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional.

.Evaluasi fungsi pelayanan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Kota
Mataram Tahun 2011-2031.

. Evaluasi kesesuain RTRW Kota Mataram terhadap kriteria fungsi PKN

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW
Nasional.

2. Evaluasi kesesuian fungsi pelayanan kegiatan nasional di Kota Mataram.
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3.7 Desain Survey

Tabel 3.2 Desain Survey

perkotaan yang
berfungsi atau
berpotensi
sebagai pusat
kegiatan industri
dan jasa skala
nasional atau
melayani
beberapa
provinsi

b. Perguruan
Tinggi

c. Jaringan
Listrik
transmisi

d. Rumah
Sakit tipe
A atau B

No Tujuan Variabel Sub Variabel Data Yang Sumber Metode Analisis Output
diperlukan Data Pengambilan Yang
Data digunakan
1 Untuk Stuktur - Dokumen BAPPEDA Sekunder Evaluasi Struktur
mengetahui Ruang kebijakan yaitu : ruang
kesesuian a. RTRW
fungsi kegiatan Nasional
nasional di b. RTRW
Kota Mataram Provinsi
NTB
¢c. RTRW Kota
Mataram
Kriteria 1.Kawasan a. Bandara Data sekunder Sekunder dan Evaluasi
Fungsi perkotaan yang Udara yang di validasi | observasi Kesesuaian fungsi | Hasil
Pelayanan berfungsi atau (Primer) oleh survey pelayanan evaluasi
Nasional berpotensi b. Pelabuhan primer kegiatan nasional | kesesuaian
simpul utama Laut di Kota Mataram fungsi
ekspor-impor (Utama) kegiatan
atau gerbang nasional di
menuju kawasan Kota
internasonal Mataram.
2.Kawasan a. Pasar Induk
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3.Kawasan
perkotaan yang
berfungsi atau
berpotensi
sebagai simpul
utama transpotasi
skala nasional
atau melayani
beberapa provinsi

a. Terminal
Tipe A
b. Jaringan
Jalam
Arteri
primer

4.Kawasan
perkotaan yang
berada di pesisir
yang berfungsi
atau berpotensi
sebagai
pelabuhan
hubungan
internasional dan
pintu gerbang
ekspor hasil
kegiatan kelautan
dan perikanan

Pelabuhan Laut
Utama
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